
 

 

 

 

 

 
BUPATI PASURUAN 

 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 41 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 

26 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA CARA 

PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN 

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan 
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, 

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 

di Kabupaten Pasuruan, perlu dilakukan 

perubahan atas Peraturan Bupati Pasuruan 

Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, 

Pengangkatan, Pelantikan dan 

Pemberhentian Kepala Desa dengan 

Peraturan Bupati. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten 

di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 

1950 Nomor 32) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 273O); 

  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587] 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 
(Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5694); 

  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 



Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 199); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Kepala Desa; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

114 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembangunan Desa; 

  15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 

Keputusan Musyawarah Desa; 

  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pendampingan Desa; 

  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 



  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 

5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2015; 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan 

Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Desa; 

  21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 

Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara 

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, 

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG 
PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, 

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN 

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

 

Pasal I 

 
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 26 

Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, 

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 

Kepala Desa diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 20 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, 

sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 20 

(1) Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, antara lain 

meliputi Pondok Pesantren Wustho dan sekolah yang 

kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 



(2) Penetapan kesederajatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan legalitas untuk kesetaraan 

dengan jenjang pendidikan formal. 

(3) Legalisir Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) 
jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang 

menerbitkan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar 

(STTB) dan dibubuhi stempel lembaga sebagai bukti 

pengesahan ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar 

(STTB). 
 

2. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 Pasal yaitu 

Pasal 65A yang berbunyi : 

Pasal 65A 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 

terhadap bakal calon yang sudah mendaftar pada 

tahapan pendaftaran dengan menggunakan ijasah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan 

dibuktikan surat pernyataan dari Panitia Pemilihan 

Kepala Desa Tingkat Desa dan bakal calon Kepala Desa, 

dapat diterima sepanjang persyaratan lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 terpenuhi paling lambat 1 

(satu) hari sebelum dilaksanakannya uji akademis dan 
dituangkan dalam berita acara Panitia Pemilihan Kepala 

Desa Tingkat Desa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

 

 

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Oktober 2015  

BUPATI PASURUAN, 

            ttd. 

M. IRSYAD YUSUF 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 28 Oktober 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

           ttd. 

AGUS SUTIADJI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2015 NOMOR 41 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


